
SATINAN

KOMISI PEMILIHAil UMUM
KABUPATEN KENDAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 1 05 / PL 02 .2-Kpt / 3924 / KpU-Kab/ r rr / ZO2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN
KENDAL NoMoR 47 4 / pL o2.2 I Kw / 3324 / KpU-Kab/ X rr / 20 ts

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang a- bahwa dengan diterbitkannya peraturan Komisi
Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2o2o tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi
Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2otr tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,
Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil
walikota, maka diperlukan perubahan terhadap
Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Kenda]
Nomor 474/PL 02.2/Km/$24/Kpu-Kab/Xtr/2otg
tentang Pedoman Teknis pencalonan oleh partai politik
Atau Gabungan Partai politik dalam pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2O2O;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
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Mengingat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kendal Nomor 47 4 /PL O2.2 / KW / 3324 / KPU -

KAB/XIl/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan oleh

Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLs

Nomor 23, Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2Al4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (I-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2OlT

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 826l' sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2O2A tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2OLT tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
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Memperhatikan

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 159);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2A (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2O2O Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 Tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 193);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal

Nomor 451/PP.O1.2-Kpt/3324 lKPU-Kab/txl2Ol9
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kendal Tahun 2O2O, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 60/ PP.OL.2-

Kpt/332alKPU-Kab/llI/ 2O2O tentang Perubahan Atas

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kendal Tahun 2A2O;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kendal Nomor 21/PK.O|-8A13324/KPU-

Kab/lII/2O2O Tanggal 18 Maret 2Al9 mengenai Perubahan

Atas Pedoman Teknis Pencalonan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kendal Tahun 2O2O.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KOMISI PEMILITIAIY UMUM KABUPATEN KEITDAL

TENTANG PERTIBAITAIT ATAS KEPUTUSAI{ KOMISI

PEMILIHAIT UMT'M KABI'PATEN KENDAL NOMOR

474 IPL O2.2 lttHt I s3.24 |IrPV-KAB/XIU 2at9 TENTATTG

PEDOMAIY TEKITIS PTIYCALOI{AIT OLEH PARTAI POLITIK

ATAU GABI'ITGAIT PARTAI POLITIK DALAM PEMILITIAN

BUPATI DAIT WAIilL BUPATI KEITDAL TAHUIT 2O2O;

Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pencalonan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2O2O sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kendal Nomor 474 /PL
A2 .2 lKW / 3324 /KPU-Kab/XIl / 2Ol9 tentang Pedoman

Teknis Pencalonan oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai

Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal

Tahun 2O2O, menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal

ini;

Menetapkan perubahan Bentuk dan Jenis Formulir

Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun

2O2O sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 474/PL

O2.2 lKm /$24 /KPU-Kab/XlI/2019 tentang Pedoman

Teknis Pencalonan oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai

Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal

Tahun 2O2A, menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal

ini;
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KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KENDAL
Sub Bagian Hukum

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 Maret ZO2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

HEVY INDAH OKTARIA

ttd

.c

DC



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KENDALNOMOR : 10S /pL.O2.2-Kpt/3524/KpU_
Kab/trI/2O20 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR

: 474 /PL.O2.2-Kpt/3324 /KpU-Kablxfi/2019 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

OLEH PARTAI POLITTK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHANBUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2O2O

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun2O2oadalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati
Kendal secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2O2A

dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dari
unsur perseorartgan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal

Tahun 2o2o, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal mempunyai

tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat

prosedur dan mekanisme pencalonan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun

2020.

A.



B MAKSUD DAN TUJUAN

Malsud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:
1. Untuk memberikan pedoman teknis lagi penyelenggara pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun2020, dalam melaksanakan
tahapan Pencalonanoleh partai politikatau Gabungan partai politik
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun2020;

2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan oleh
Partai Politik atau Gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kendal Tahun2020;

3. Agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kendal Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini melipututatacara proses

Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun202o, terdiri dari:
1. Persyaratan Calon dan Pencalonan

2. Pendaftaran Pasangan Calon

3. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan persyaratan Calon

4. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

5. Penggantian Calon

6. Larangan dan Sanksi

7. Tanggapal Masyarakat

8. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020, selanjutnya

disebut Pilbup Kendal, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di

C

D.



wilayah Kabupaten Kendal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati
Kendal secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut
Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Ra}ryat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan

Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau
Pemilihan Gubernurdan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling
akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat
KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-
Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam
penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut
KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur
berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut
KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undangpenyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat ppK, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU KabupatenKendal untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.



7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat pps, adalah
panitia yang dibentuk oleh Kpu KabupatenKendal untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.

8. Badan Pengawas Pemilihan umum yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan umum provinsi Jawa Tengah,

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang
Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang
selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah rembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten Kendal
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan

wewenang dalam pengawas€m penyelenggaraan Pilbup Kendal Tahun
2o2o berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut
Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu



Kabupaten Kendal yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di wilayah kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapanganyang selanjutnya disingkat ppl-

adalah petugas yang dibentuk oleh panwas Kecamatan untuk
mengawasi penyelenggaraan pemilihan di desa/kelurahan.

13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Ratryat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten KendalTahun 2OL9 yang secErra bersama-sama
bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kendal Tahun 2020.

15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal Partai Politik Tingkat pusat atau dengan sebutan
lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten adalah

Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para

Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten

atau dengan sebutan Lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon

bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan Calon baik tingkat Kabupaten yang

didaftarkan ke KPU Kabupaten.



18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal selanjutnya
disebut Bakal Paslon, adalah warga Negara Republik Indonesia yang
diusulkan oleh Partai politik dan/atau Gabungan partai poritik yang
didaftarkan atau mendaftar kepada KpU Kabupaten untuk
mengikuti Pilbup Kendal.

19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang selanjutnya
disebut Paslon, adalah Bakal pasangan Calon yang telah memenuhi
syarat dan ditetapkan sebagai peserta pilbup Kendal.

20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat
dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati

21. Mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani
pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan
administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

22. Mentei adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan
hak asasi manusia.

23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan
perekaman Kartu Tanda PendudukElektronik yang telah diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang

bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang

terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

25. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PEI{YELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonanoleh partai politik atau
Gabungan Partai Politik, penyelenggara Pilbup Kendal harus berpedoman
pada asas :

1. mandiri;

2. jujur;
3. adil;
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4. kepastian hukum;
5. tertib;

6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;

8. proporsionalitas;

9. profesionalitas;

10. akuntabilitas;
1 1. elisiensi;

12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

PESERTA PILBUP KENDAL
1. Peserta Pilbup Kendal adalah :

a. Paslon yang diusulkan oleh partai politik atau Gabungan partai
Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai
peserta pilbup Kendal; dan/atau

b. Paslon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah
memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pilbup
Kendal.

2' Partai Politik da-lam mengajukan bakal calonBupati dan wakil Bupati
Kendalmempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang
setara berdasarkan peraturan perundang_undaagan.

3. setiap Partai Politik melakukan sereksi bakal calon Bupati dan wakil
Bupati Kendal secara demokratis dan terbuka sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaral Rumah Tangga, dan/atau peraturan
intemal masing-masing partai politik.
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BAB II
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

PERSYARATAN CALON

1' warga Negara Indonesia dapat menjadicalon Bupati dan wakil Bupati
Kendal Tahun2o2 0,denganmemenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

b. setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau
sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak
penetapan pasangan Calon;

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan
narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeruruh
dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan
Narkotika Nasional (BNN);

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukarr
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara S (lima) tahun
atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak
pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian
suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan
politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

g. bagl terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara
meliputi:

1. Terpidana karena kealpaan; atau
2. Terpidana karena alasan politik;
wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;



h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan
kepada publik;

i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan

Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
1. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang
berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara

negara;

n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara;

o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusa,n pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

p. memiliki Nomor Pokok wajib Pajak dan memiliki laporan pajak
pribadi;

q. belum pernah menjabat sebrgai Bupati atau wakil Bupati, selama

2(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sarna untuk calon
Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan
jumlah pelantikan dalam jabatan yang sarna, yaitu masa
jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa
jabatan kedua paling singkat selama 2 % (dua setengah)tahun,

dan sebaliknya;

2l iabatan yang sa.ma sebagaimana dimaksud pada angka 1

(satu), adalah jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan wakil
Bupati dengan Wakil Bupati;

3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sanna, meliputi:



a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-
turut; atau

c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang

sama atau di daerah yang berbeda;

4l penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 % {dua
setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 (satu), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai

dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang

bersangkutan; dan

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai

dengan angka 4), berlaku untuk:

a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara

langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

b) jabatanBupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama

Kabupaten.

r. belum pernah menjabat sebagai:

1) Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah

yurng sama;

2) Wakil Gubernur bagr calon Bupati atau calon Wakil Bupati di
daerah yang sama; atau

3) Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama ;

s. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bael

Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang

mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di Kabupaten

Kendal dari kabupaten/kota lain;

t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan

negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupatiyang

mencalonkan diri dalam Pilbup Kendal;

u. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau



Penjabat Walikota;

v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan perwakilan Daerah atau Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat
desa sejak ditetapkan sebagai calon;

x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak
ditetapkan sebagai calon; atau

y. berhenti sebagai Anggota KpU, KpU provinsi/Klp Aceh, KpU/KIp
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota sebelum pembentukan ppK dan ppS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi
penyandang disabilitas;

3. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada
angka I huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

4. Mengemukakan kepada publik sslagaimans dimaksud pada angka I
huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di
media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan
mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan
Pers yang berisi:

a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara

atau Mantan Terpidana;

b. jenis tindak pidananya; dan

c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang



5. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan
dengan ketentuan:

a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa
pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;

b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter
kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/g (satu per
delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman
tiga, atau halaman terakhir;

c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a
paling kurang memuat:

l) nama lengkap;

2) tempat tanggal lahir;

3) jenis kelamin;

4) alamat;

5) pendidikan; dan

6) pekedaan.

d. iklan pengumuman ssla ga i rnan6 dimaksud pada angka 4 huruf b
dan huruf c paling kurang memuat:

1) jenis tindak pidana;

2) nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap;

3) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani
pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau
nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang

menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam

penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1

huruf g;

4) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang

bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal



calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas; dan

5) nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa
bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.

6. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara
sebagaimana dimaksud pada angka 3 terhitung sejak tanggal bakal
calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai
dengan pada saat pendaftaran sebagai balal calon.

7. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana
dimalsud pada angka thuruf I dikecualikan bagr:

a. pemalai narkotika karena alasan kesehatan;

b. mantan pemal<ai narkotika yang karena kesadarannya sendiri
melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi;
atau

c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang

berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk
menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani
proses rehabilitasi.

8. Syarat bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil
pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka t huruf e
dikecualikan bagi pemakai narkotika karena alasan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a;

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU

Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

2. Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik harus memenuhi perolehan paling sedikit 2Oo/o (dua puluh



persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Kendal atau 257o (dua

puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun 2019.

3. Dalam hat Partai Politik atau Gabungan partai politik mengusulkan
Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling
sedikit 25oh (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara
sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang

memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kendal pada pemilihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun 2019.

4. KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana

dimaksud pada angka 2 (dua), denganrumus :

a) Syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Kendal Tahun
2019 atau 45 kursi x20/lOO = 9 Kursi; dan

b) Syarat pencalonan = jumlah suara satr hasil pemilihan Umum
anggota DPRD lhbupaten Kendal Tahun 2019 atau 585.862( Lima
Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam puluh Dua) x
25/lOO =146.465,5 (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus

Enam Puluh lima Koma Lima) kemudian dilakukan pembulatan ke

atas sehingga jumlahnya menjadi 146.466 (Seratus Empat puluh

Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam).

5. Keputusan KPU Kabupatententang Persyaratan Pencalonan untuk
Partai Politik atau Gabungan Partai politik, didasarkan pada

Keputusan KPU Kendal Nomor 433/PL.01.8-Kpt/3324/KPU-
Kab/V /2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pseserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019dan Keputusan KpU

Kendal Nomor 443 /PL.Ol.g-Kpt/ 3324 IKPU-Kab/VII/2O19 Tentang

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun
20L9.



6. Salinan Keputusan KPU Kabupatententang persyaratan pencalonan

untuk Partai Politik atau Gabungan partai politik, disampaikan kepada
Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal, pimpinan partai politik Tingkat
Kabupaten Kendal dan Bawaslu Kabupaten Kendal.

7. Partat Politik atau Gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan
1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

8. Partai Politik dapat bersepakat dengan partai politik lain untuk
membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal pasangan Calon.

9. Partai Politik atau Gabungan partai politik melakukan kesepakatan
dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti pilbup

Kendal.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai polidk yang tetah mendaftarkan
Bakal Pasangan Calon kepada KPU Ikbupaten, tidak dapat menarik
dukungannya sejak pendaftaran.

11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan partai politik menarik
dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal pasangan

Calon yang telah didaftarkan, Partai politik atau Gabungan partai

Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal pasangan Calon
yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau
Bakal Pasangan Calon pengganti.

12. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan
telah didaftarkan kepada KPU lkbupaten, tidak dapat mengundurkan
diri sejak pendaftaran.

13. Dalam hal Bakal Calonmengundurkan diri, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan

Bakal Calon dan/atau BakalCalon pengganti dan pencalonannya

dinyatakan gugur.



BAB III

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

l. KPU Kabupaten menerima dari Kpu/KpU provinsi salinan keputusan
terakhir Menteri tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dan
salinan keputusan terakhir pimpinan partai politik tingkat
Pusat/ Partai Politik tingkat provinsi tentang kepengurusan partai

Politik tingkat Kabupaten Kendal sebelum masa pendaftaran pasangan

Calon.

2. Keputusan kepengurusan Partai politik tingkat Kabupaten Kendal
tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan

akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan

tersebut disebabkan karena :

a. Terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap,
yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan
yang menunjukkanpengurus yang bersangkutan berhalangan tetap;

atau

b. Terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan

kewenangan Partai Politik tingkat Kabupaten Kendal oleh Pengurus

Partai Politik tingkat Pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.

3. Partai Politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan tentang

kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Kendat, tidak dapat

mendaftarkan Pasangan Calon.

4. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan

tingkat Kabupaten Kendal, menjadi pedoman bagr KPU

KabupatenKendal dalam penerimaan pendaftaran Bakal Paslon.

5. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan

Partai politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa

di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Paslon



berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan
kepengurusan Partai politik.

6. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal paslon melalui
media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KpU
Kabupatensebagaimana ditetapkan datam peraturan KpU yang
mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
danlatau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Paslondicantumkan:

a. Keputusan KPU Kabupaten tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi
atau Akumulasi Suara Sah Partai Politik atau Gabungan partai

Politiksebagai Pemenuhan Syarat Pencalonan yang diusulkan dari
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pilbup Kendal;

b. Waktu penyerahan dokumen;

c. Tempat penyerahan.

8. Masa pendaftaran Bakal Paslonselama 3 (tiga) hari, dengan jadwal

sebagai berikut:

a. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai

dengan pukul 16.00 waktu di KPU Kabupaten;

b. Hari terakhir penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan

sampai dengan pukul 24.00 waktu di KPU Kabupaten.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Kendal

mendaftarkan Bakal Paslon kepada KPU Kabupaten selama masa

pendaftaran.

10. Dalam hal pendaftaran Bakal Paslon dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Pofitik tingkat

Kabupaten Kendal, pendaftaran Bakal Paslon yang telah disetujui

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat dapat

dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat

Pusat.



11. Dalam mendaftarkan Bakal paslon, partai poritik atau Gabungan
Partai Politik harus memenuhi persyaratan:

a. Syarat paling sedikit perolehan kursi atau perolehan suara sah
sesuai ketentuan pada BAB II huruf B ang)<a 2 (dua) dan 3 (tiga);

b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal pasangan

Calon dengan Partai Politik atau Gabungan partai politik;

c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan
Pasangan Calon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik
tingkat pusat;

d. menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat
atau provinsi tentang kepengurusan partai politik tingkat
kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai Politik yang bersangkutan; dan

12. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana

dimaksud pada angka 10 berhalangan, surat pencalonan dan
kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka 11 huruf b dan huruf c ditandatangani oleh
pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat

berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang

bersangkutan.

13. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat
persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai

Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan

mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

14. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal

Pasangan Calon w4jib hadir pada saat pendaftaran.

15. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan



data bakal pasangan calon dan data dukungan partai politik atau
Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan.

16. Dalam hal pengurus Partai politik atau Gabungan partai politik atau
salah seorang Bakal calon atau Bakar paslon tidak dapat hadir pada
saat pendaftaran, Partai politik atau Gabungan partai politik, atau
Bakal Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali
ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat
dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

L7. Partat Politik atau Gabungan Partai politik yang mendaftarkan Bakaj
Paslon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan
pencalonan,KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran

tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan

dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada partai politik atau
Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

18. Dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon, KPU Kabupaten bertugas:

a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

b. Meneliti pemenuhan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan

jumlah kursi atau jumlah suara sah sesuai ketentuan pada BAB II
huruf B angka2 (dua) dan 3 (tiga);

c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :

1) Keabsahan dokumen surat pencalonan dan kesepakatan Bakal

Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 11 (sebelas) huruf b;

2) Keabsahan Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat

Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam angka 11

(sebelas) huruf d;

3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan

kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kendal.



19. Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat
calon,KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik

atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran
formulir Model TT. I-KWK yang berisi :

a. Nama Partai Politik atau Gabungan partai politik yang
mendaftarkan Bakal Paslon;

b. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan partai politik tingkat pusat
dan/atau keputusan Pimpinan Partai politik tingkat provinsi;

c. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan partai politik tingkat pusat
tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh
pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Kendal, yang

ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau
nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

d. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon;

e. Alamat dan nomor telepon Bakal Paslon, aTanrrat dan nomor telepon

kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor
Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal

Pasangan Calon; dan

f. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan

dan persyaratan calon.

20. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan

Kecamatan;

21. memberikan formulir Model TT.I-KWK kepada Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang menqajukan Bakal Paslon;

22. Membeikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani

dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakityang ditunjuk
oleh KPU Kabupatenkepada Bakal Paslon.



23. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi pencalonan berupa
Balal Pasangan Calon dan data dukungan partai politik atau
Gabungan Partai Politik;

24. Dalam hal terdapat I (satu) atau lebih partai politik dalam Gabungan
Partai Politik tidak melampirkan Keputusan pimpinan partai politik
tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal paslon, KpU Kabupaten
menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari
Gabungan Partai Politik pengusul Bakal menjadi dan mencatatnya
dalam Berita Acara.

25. KPU Kabupaten mencoret I (satu) atau lebih partai politik
sebagaimana dimaksud pada angka 24 (dua puluh empat) dalam
dokumen persyaratan pencalonan, dibubuhi paraf petugas
pendaftaran, salah satu partai politik pengusul dan disaksikan
Bawaslu Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.

26. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal paslon dari Gabungan
Partai Politik yangmasih memenuhi syarat pendaftaran calon dan
menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang

diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik yang wajib
disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:

a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan partai politik yang
bergabung serta Bakal pasangan Calon, sesuai dengan
tingkatannya, yang menyatakan :

l) sepakat mendaftarkan Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati;

2) tidak akan menarik Bakal pasangan Calon Bupati dan Wa_kil

Bupati, yang akan didaftarkan;



Politik

proses

4) naskah visi, misi dan program pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati, telah sesuai dengan Rencana pembangunan

Jangka Panjang daerah,

dengan menggunakan formulir Model B-KWK parpol beserta
lampirannya.

b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon
sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan
Formulir Model BB. I-KWK;

c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilengkapi
dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi
Calon yang berstatus sebagai Anggota KpU, KpU provinsi/Klp

Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi,

Bawaslu Kabupaten / Kota;

d. surat pemyataan pemenuhan persyaratan tidak pemah sebagai

terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam BAE| II huruf
A angka I huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah

sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon;

e. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani
pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam BAE} II huruf
A angka t huruf g wajib menyerahkan:

1) Surat dari pimpinan redaksi media massa harian lokal sesuai

daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau
nasional yang terverifikasi pada Dewan pers, yang

3) sepakat antara

dengan Bakal

Pemilihan; dan

Partai Politik atau Gabungan partai

Pasangan Calon untuk mengikuti



menerangkan bahwa Bakal Caton secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak
menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya

dengan disertai buktinya;

2l salinan putusan pengaditan yang telah berkekuatan hukum
tetap; dan

3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa
Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjaraberdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4l surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang

bersangkutan bukan ssfagai pelaku kejahatan yang

berulangulang dari:

a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati;

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di
provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau

c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam

1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana

dimaksud dalam BAB II huruf A angkal (satu) huruf h,wajib
menyerahkan:

1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai

daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau
nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang

menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur dan

terbuka mengemukakan kepada publik sebagai Mantan

Terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai

bukLinya;



2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap;

3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari
kepala lembaga permasyarakatan;

4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan

bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari
kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon

mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas; dan

5) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang

bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang

dari:
a) Kepolisian Resor;

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pasangan

Calon Bupati dan Wakil yang mencalonkan diri di provinsi

lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau

c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam

1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal Calon;

h. Surat keterangan catatan kepotsian yang menerangkan Bakal

Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela,yang

dikeluarkan oleh :

1) Kepolisian Resor

2l Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi

lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau



3) Kepolisian Daerah untuk pasangan calon Bupati dan wakil
Bupati yang mencalonkan diri di daerah rain dalam 1 (satu)

provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
i. bagi bakal calon dengan status pemakai narkotika atau mantan

pemakai narkotika wajib menyerahkan surat keterangan catatan
kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan
dilengkapi :

1) surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang
bersangkutan bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam
BAB II huruf A angka 7 huruf a

2l surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang
menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan
diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka z huruf
b; atau

3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi
penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah
selesai menjalani proses rehabilitasi basr bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 huruf c;

j. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa
laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

k. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
Calon;

1. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

m. Potokopi kartu Nomor Pokok Wajib pajak (NpWp) atas nama calon,
tanda terima penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan pajak

Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi atas nama bakal calon,
untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib
pqiak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan
terdaftar;

n. Keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubemur, penjabat

Bupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai
penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;

o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon
dan Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan partai

Politik, dengan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
q. Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah

la.njutan Tingkat Atas (SLTA) atau sedera.l'at, yang telah dilegalisasi
oleh instansi yang berwenang;

r. Naskah visi, misi dan program paslon mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten yang
ditandatangani Paslon ;

s. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau
kecamatan; dan

t. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) sentimenter
x 6 (enam) sentimenter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan
hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Calon ukuran
10,2 (sepuluh koma dua) centimenter x 15,2 (lima belas koma dua)

centimenter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) Iembar beserta

soficopg;



2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda
tangan asli/basah oreh pimpinan atau para pimpinan partai poritik
yang bergabung dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan
surat keputusan kepengurusan partai politik yang sah.

3. Surat pernyataan dalam formulir Model BB. 1_KWK dilengkapi :

a. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain;

b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan
Perwakilan Ralryat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan

Ralryat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau
sebutan lainnya;

c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Daerah;

d. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai pegawai Negeri Sipil
bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat

Bupati, atau Penjabat Walikota;

e. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
f. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan

berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c

dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari
sejak ditetapkan sebagai calon.

4. Pasangal calon menyampaikan salinan Formulir Model BB.I-KWK
yang telah diisi dan ditandatangani kepada :

a. Bawaslu Kabupaten;

b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.



5. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Paslon dari Partai politik atau
Gabungan Partai Politik, meliputi :

a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan
Bakal Paslon menggunakan Formulir Model B.l-KwK parpol;

b. Dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 .

6. surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman
sebagaimana dimaksud pada angka t huruf e dan huruf fdisampaikan
kepada KPU Kabupaten Kendal pada saat penyerahan perbaikan
dokumen persyaratan calon.

7. Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada angka 1

huruf i meliputi:

a. pusat kesehatan masyarakat;

b. rumah sakit; dan/atau
c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial,
yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim
Kampanye pada saat pendaftaran Bakal paslon.

9. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman padaKeputusanKPU

Kabupaten tentang PedomanTeknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun ZO2O.

10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan
ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital namaPaslon dan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik.

11.Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon, dibuat
dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan.



A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehatan :

a. KPU Kabupaten menerima Keputusan KpU tentang standar
pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara
jasmani dan rohani.

b. KPU Kabupaten berkoordinasi dengal pengurus Ikatan Dokter
Indonesia (lDI), Himpunan psikologi Indonesia (Himpsi) dan Badan
Narkotika Nasional (BNN) tingkat Daerah, untuk membentuk tim
pemeriksa kesehatan yang terdiri atas Dokter, ahli psikologi

danpemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika.
c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas ketua yang dipilih dari

anggota tim dan anggota.

d. KPU Kabupaten menyampaikan:

a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan;

dan

b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada

Pimpinan Partai politik atau Pimpinan Gabungan partai politik

yang mengusulkan bakal Pasangan Calon.

e. KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau
Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan

rekomendasi IDI dengan Keputusan KPU Kabupaten.

f. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah

yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan

Gabungan Partai Politik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

BAB IV

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON
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g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk
menetapkan kesimpulan yang menyatakan :

a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani;
dan

b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.
yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil
pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan

kesehatan calon kepada KPU Kabupaten, sebagai pemenuhan

kelengkapan persyaratan calon.

i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat fina|
dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi
terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon
paling lama 7 (tujuh) hari.

Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan
lampirannya.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat,

terbukti bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta
integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang

bersangkutan.

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi
penelitian terhadap:

a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai

Politik yang bergabung;

b. tanda tangan Paslon;

c. materai; dan

d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah

lanjutan tingkat atas, Paslon wajib menyertakan:

5
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a. Fotokopi ijazah perguruan tinggr negeri atau swasta yang

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggr yang

bersangkutan;

b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggr negeri

atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau

swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;

c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggr

Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah

perguruan tinggr swasta itu berada, apabila perguruan tinggi

swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

7. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan

sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal

Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan

kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan

agama di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

8. Dalam }:,al ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang

bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib

menyertakan surat keterangan pengganti ijazahlsurat Tanda Tamat

Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

9. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang

bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat

Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib

menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh

instansi atau satuan keda yang menyelenggarakan urusan pendidikan

atau pendidikan agarna di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah

berdiri.

10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang

diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang

bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan

pendidikan.



11. Pengesahan fotokopi ijaaah/surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang

diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional
dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi
yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

12. Pengesahan fotokopi rlazah/surat Tanda Tamat Belqjar (srrB) yang

diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang

berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

13. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi ditemukan
catatan masalah hukum dalam surat keterangan catatan kepolisian,

KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeridan

Pengadilan Negeriuntuk memastikan adanya putusan yang

berkekuatan hukum tetap.

14. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap,

KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke L,embaga Pemasyarakatan

untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :

a. pernah dipidana penjara, atau

b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
sebelum jadwal pendaftaran.

15. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat

terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau
persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi
kepada instansi yang berwenang.

16. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi
dalam berita acara.

17. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi, kepada Bakal Paslon

dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno

terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 {dua) hari setelah

verifikasi.

18. Dalam ha1 berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan

pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan belum

lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi



syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan

untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3
(tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.

19. Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon atau

Bakal Paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan
jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.

20. Dalam hal bakal calon atau Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi

syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas

penyalahgunaan narkotika Calon atau Paslon yang bersangkutan

dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Paslon baru.

21. Penggantian bakal calon atau Bakal Paslon, dilakukan pada masa

perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politikmelakukan perbaikan

terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU

Kabupatenpada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari sejak

pemberitahuan hasil verifikasi diterima

2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada

angkaL (satu) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan

belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi

syarat pada verifikasi administrasi.

3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan

Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan

dukungannya kepada Bakal Paslon lain yang diqjukan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi

persyaratan pencalonan dan / atau syarat Calon.

5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan

Calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana dimaksud

dalam BAB III huruf A angka 18 (delapan belas).



Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III
huruf A angka 18 (delapan belas), Kpu Kabupaten mencatat
penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan
tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model rr.2-KwK.
KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan
calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model Tl.2-
KWK

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan
calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.

2. Verifikasi perbaikanpersyaratan calon tidak dilakukan terhadap
berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau
memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu
Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri
identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang

mendasarifmemperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan

obyek masalah yang dilaporkan.

3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat

sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditindaklanjuti oleh KPU

Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang

berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Bakal Paslon.

4. Hasil verifikasi perbaikan persyaratan Calon dituangkan dalam

formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.

5. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan

menyampaikan hasil veri{ikasi perbaikan kepada Pimpinan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik.

6. Dalam hal hasil verifikasi perbaikan Bakal Paslon dinyatakan belum

lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Paslon tidak
melengkapi dokumen administrasi persyaratan Bakal Paslon sampai
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batas akhir masa perbaikan, Bakal Paslon dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal

calon dan Bakal Paslonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan

bakal Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan

susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan
klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya

atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan partai politik di
tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran

Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

KPU Kabupatenmeneliti keabsahan dokumen kepengurusan

berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

8

9



BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

i. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan,

persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta Pilbup Kendal
pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara
Penetapan Paslon.

2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan paslon, Kpu Kabupaten

menetapkan PaslonPeserta Pilbup Kendaldengan Keputusan KPU

Kabupaten.

3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan PaslonPeserta Pilbup

Kendaldalam rapat pleno terbuka di kantor KpU Kabupaten.

4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Pegawai Negeri sipil wajib menyampaikan keputusan
pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil
kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum

hari pemungutan suara.

5. Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, wakil Bupati, walikota,
Wakil Walikotayang mencalonkan diri daridaerah lain wajib

menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil

walikota kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum hari pemungutan suara.

6. Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, penjabat

Bupati, atau Penjabat walikota wajib menyampaikan surat



pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan.

7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wqjib

menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sebelum hari pemungutan suara.

8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud
pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh) dan tidak
dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses,

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya dinyatakan

tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8

(delapan) tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

10. KPU Kabupatenmelakukan pengundian nomor urut Paslon yarrg telah

ditetapkan sebagai peserta Pilbup Kendal dalam rapat pleno terbuka.

11. Rapat pleno KPU Kabupatententang pengundian nomor urut Paslon,

dihadiri oleh:

a. Paslon;

b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan

Paslon;

c. Tim Kampanye;

d. Paslon Perseorangan

e. Bawaslu Kabupaten;

f. media massa; dan

g. tokoh masyarakat.

12. Paslon wqiib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut Paslon.

13. Bagi calon atau Paslon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan

menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan,



pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan
daftar Paslon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan
membawa surat mandat tertulis dari Paslon.

15. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut paslon

Peserta Pilbup Kendal.

16. Nama lengkap Paslon pada daftar Paslon dan surat suara, harus
sesuai dengan nama Paslon yang tercantum dalam KTp Elektronik
Paslon yang bersangkutan.

17. KPU Kabupatenmenyusun nomor urut dan namapaslon dalam Daftar
Paslon.

18. Penyusunan Daftar Paslon dituangkan dalam Berita Acara penetapan

Nomor Urut dan Daftar Paslon.

19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon ditetapkan dengan

Keputusan KPU Kabupaten.

20. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Paslon yang

telah ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Kendal paling lama 2 (dua)

hari sejak penetapan nomor urut Paslon.

21. Penetapan dan pengumuman PaslonPeserta Pilbub Kendal bersifat
{inal dan mengikat.

22. Nomor urut darr daftar nama Paslon peserta Pilbup Kendal yang

ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
a. mencetak surat suara;

b. keperluan kampanye; dan

c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari
pemungutan suara.

23. Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat

negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan

Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari
pemungutan suara,dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.



24. Dalam hal Paslon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta

kekayaan pribadi/pejabat negara, Paslon dapat memberikan surat
kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik
pengajuan Paslon dan/atau salah seorang calon dari Paslon setelah

penetapan PaslonPeserta Pilbup Kendal.

26. Paslon dan/atau salah seorang dari Paslon dilarang mengundurkan

diri terhitung sejak ditetapkan sebegai Paslonoleh KPU Kabupaten.

27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon

dan/atau Paslon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik tidak dapat mengusulkan Paslon pengganti.

28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon

dan/atau Paslon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai

Peserta Pilbup Kendal, dan diberitahukan kepada paslon dengan

tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan

diumumkan kepada masyarakat.

29. Paslon yang dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Kendal tidak
mengubah nomor urut Paslon lain yang telah ditetapkan.



BAB VI

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal :

a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

b. berhalangan tetap; atau

c. dijatuhi pidana berdasarkan Futusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara perrnanen.

3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat
keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.

4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara

permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah

sakit pemerintah.

5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslonsebagaimana dimaksud

angka t huruf a,dapat dilakukan pada tahap verilikasi persyaratan

calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.

6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon sebagaimana dimaksud
pada angka t huruf b dan huruf c,dapat dilakukan pada tahap

sebagai berikut :

a. Sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan

Calon; atau

b. sejak penetapan Paslonsampai dengan 30 (tiga puluh) hari

sebelum hari pemungutan suara.

7. Penggantian Bakal Calon atau Calonhanya dilakukan terhadap Bakal

Calon atau Calonyang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan,

berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



8. Penggantian Bakal calon atau calon yang dinyatakan tidak
memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:

a. Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau
b. Calon Wakit Bupati menjadi Calon Bupati.

9. Bagt Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantianBakal

calon sebagaimana dimaksud pada angka T, harus mendapat
persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik.

L0. Penggantian Bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka T, tid,ak

mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi

Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik.

11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat
kesehatan sebagaimana angka 1 (satu) huruf a dilakukan pada masa

perbaikan.

12. Penggantian calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politikdapat mengajukan

calon penggantipaling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon atau Paslon

dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik

dukungannya kepada calon atau Paslon pengganti sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik

dukungan kepada Calon atau Paslon pengganti, dukungan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.



d. dalam hal Partai Politik atau Gabungaa partai politik tidak
mengajukan Calon atau Paslon pengganti sebagaimana dimaksud
pada hurufa, salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan
tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan partai

Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Calon atau paslon

tidak dapat mengusulkan Calon atau paslon lain.
e. dalam hal salah satu Calon dari Paslon berhalangan tetap atau

dijatuhi pidana berdasarkan Putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh
sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, partai politik atau
Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon
pengganti, salah satu Calon dari Paslon yang tidak berhalangan
tetap atau tidak d{jatuhi pidana berdasarkan Putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tefap 6i1.,"OUan sebagai Paslon.

f. dalam hal salah satu Calon dari Paslon berhalangan tetap atau
dijatuhipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud huruf d, KPU

Kabupatenwajib mengumumkan kepada masyarakat.

g. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka

l2huruf e, KPU Kabupaten melanjutkan Pilbup Kendal dengan

salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap sebagai

Paslon peserta Pilbup Kendal.

13. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti karena

syarat kesehatandan menetapkan Paslonpaling lambat 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya surat pengu.sulan Calon atau Paslon pengganti.

14. KPU Kabupatenmelakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti karena

alasan berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, paling lambat 3



(tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau paslon

pengganti.

15. KPU Kabupatenmenyampaikan hasil verifikasi secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada pimpinan partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon atau paslon pengganti
paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau
tidal memenuhi syarat.

16. Dalam hal dari hasil verifikasi/penelitian sebagaimana dimaksud
pada angka l5Calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak
memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan partai politik tidak
dapat mengusulkan Calon atau Paslon pengganti.

17. Partai Politik atau Gabungan Partai Potitik yang Calon atau paslon

pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidat dapat
mengalihkan dukungannya kepada paslon lain.

18. Dalam hal berdasarkan hasil verilikasi/penelitian terhadap calon
atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan
mengakibatlan jumlah Paslon kurang dari 2 (dua) pasangan, KpU
Kabupaten membuka kembali pendaftaran paslon.

19. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.
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BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ditarang menerima

imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pilbup

Kendal.

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam

proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan,

harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti
menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

bersangkutan dilarang mengajukan Paslon pada periode berikutnya

di Kabupaten Kendal.

Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi

imbalan dalam proses pencalonan, maka penetapan Paslon Peserta

Pilbup, atau Paslon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati

dibatalkan.

Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti
menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang tentang Pemilihan.

Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:

a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum

tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa

jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri

yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon



baik dari daerah sendiri maupun dari daerah lain dalam wal<tu

6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan CaJon

sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.

8. Dalam hal Bakal Caton selaku petahana melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam angka Z, petahana yang

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

9. Paslon dikenakan sanksi pembatalan sebagaipeserta pemilihanoleh

KPU Kabupaten, apabila:

a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari
pemungutan suara;

b. Paslon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang

diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

c. Paslon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam

proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Paslon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau

elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten;

e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum

tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan,

bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana;

f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah

Daerah untuk kegiatan Pilbup sejak 6 (enam) bulan sebelum

ditetapkan sebagai Paslon sampai dengan penetapan Paslon

Terpilih bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana;

dan



g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagl calon yang
berstatus sebagai Petahana.

10. Pembatalan Paslon peserta pilbup, tidak mengubah nomor urut
Paslon peserta Pilbup yang lain.
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BAB VIII

TANGGAPAN MASYARAKAT

KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat mengenai :

a. daftar Bakal Pasangan Calon;

b. dokumen pendaftaran;

c. batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan

d. nama bakal calon yang bersetatus sebagai Mantan Terpidana

termasuk jenis tindak pidananya.

Pengumuman sebagaimana pada angka t huruf a, huruf b, dan

huruf d dilakukan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan

masyarakat.

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas

waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan
melalui laman KPU Kabupaten, media cetak, dan/atau media

elektronik.

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

angka I dilakukan dengan ketentuan:

a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas

dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu

sebagaimana dimaksud pada angka 2
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BAB IX

PEI{YELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara Pilbup Kendal merupakan
sengketayang timbul dalam bidang tata usaha negara antarapaslon

dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan

KPU Kabupaten tentang Penetapan Paslon PesertaPilbup Kendal.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara Pilbup Kendal diselesaikan

melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupatenatau Bawaslu

Provinsi.

Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi

atau Bawaslu Kabupaten dapat diajukan gugatan di Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara.

Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
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BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Paslon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat,
dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan

dan syarat calon.

Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah
yang telah dilegalisir.

Dalam hal Partai Politik telah berganti narna atau bergabung

menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, Kpu
Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada

Menteri.

Kepala Desayang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik menjadi Paslon, wajib mengundurkan diri yang

dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri
sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat
pendaftaran.

Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik menjadi Paslon, wajib mengundurkan diri yang

dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri
sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat
pendaftaran.

Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan kepada KPU

Kabupaten paling lambat 5 {lima) hari sejak ditetapkan sebagai

calon, yang terdiri atas :

a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang

berwenang;

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pengunduran diri; dan

c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses

oleh pejabat yang berwenang.
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7. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dicalonkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik wajib menyampaikan

keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum hari pemungutan suara.

8. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang
ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon

atau Paslon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah

dilakukan penetapan Paslon, KPU Kabupatenmeneruskan kepada

pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

9. Dalam hal putusan pengadilan menyatakal dazah/Surat Tanda

Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon tidak sah, penggunaan

ijazah/Surat Tanda Tamat Bel4jar (STTB) dimaksud dinyatakan
tidak memenuhi syarat,dan ditindak lanjuti sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAEI VI angka 12.

10. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya

terdapat I (satu) Bakal Paslon yang diterima pendaftarannya dan

masih terdapat Partai Politik atau Bakal Paslon Perseorangal yang

belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan

ketentuan:

a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang

belum mendaftar mencapai paling kurang 207o (dua puluh
persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 257o

(dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang mengusung Paslon yang telah

diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;

b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang

belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 2O% (dua puluh
persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang

25o/o (dua puluh lima persen), maka Paslon yang telah diterima



pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi

Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
I 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya

terdapat 1 (satu) Bakal Paslon yang diterima pendaftarannya dan

tidak terdapat lagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang

belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Paslon

Perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah

mengikuti penelitian administrasi dan faktual, narnun tidak
mendaftar pada masa pendaftaran.

12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu)

Paslon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali

pendaftaran.

13. KPU Kabupatenmelanjutkan penyelenggaraan Pilbup Kendal dengan

1 (satu) Paslon apabila terdapat keadaan:

a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya

masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Paslon

yang mendaftar;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) Paslon yang mendaftar, dan

berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang

memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai

dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran,

tidak terdapat Paslon yang mendaftar, atau Paslon yang

mendaftar berdasarkan hasil verifikasi/penelitian dinyatakan

tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1

(satu) Paslon;

c. sejak penetapan Paslon sampai dengan saat dimulainya masa

Kampanye, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang

mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari
pemungutan suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap

yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon; atau



e. terdapat Paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai

Peserta Pilbup Kendal yang mengakibatkan hanya terdapat 1

(satu) Paslon.

14. Tata cara penyelenggaraan Pilbup dengan 1 (satu) Paslon

berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang

mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon.

15. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati, yang berstatus

sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik

dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten wajib mengumumkan

dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten

16. KPU Kabupaten memberikan pelayaran dalam proses pencalonan

kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung

Pasangan Calon

17. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 16 terdiri atas

konsultasi:

a. tatap muka;

b. melalui telepon;

c. melalui surat elektronik; dan/atau

d. media komunikasi lainnya.

18. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon

mengenai:

a. pendaftaran;

b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari

Partai Politik;

c. persyaratan calon; dan

d. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.

19. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf a, huruf b,

dan huruf c dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.



20. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum
dalam L,ampiran II yang merupakar bagran yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

21. KPU Kabupaten memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten
untuk memfoto kopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat
calon yang diserahkan Pasangan Calon.

22. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 21 dikecualikan
untuk:

a. Transkrip nilai bakal yang telah dilegalisir oleh instansi
berwenang;

b. Rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon.

23. KPU Kabupaten memberikan akses Sistem Informasi pencalonan

kepada Bawaslu Kabupaten.

24. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada

angka 23 berupa:

a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau

b. memonitor pergeralan data Sistem Informasi Pencalonan.



BAB XI

PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam
Pencalonan Pilbup Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 Maret 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

ttd

HEVY INDAH OKTARIA
Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KENDAL

Bagian Hukum,

c

DC



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KENDAL NOMOR : 1O5/PL.O2.2-Kpt/3324/RPU-

Kab/rttl2o20 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR

: 474/PL.O2.2-Kpt/3324 /KPU-Kab/xtt/20tg TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2O2O

FORMULIR PENCALONAN
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABI'NGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAIT WATilL BUPATI I(ENDAL

TAHUN 2A2O

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1 KWK

2. MODEL BB.2-KWK

3. MODEL BB.3 KWK

SURAT PERI{YATAAN BAKAL CALON

BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL

TAHUN 2O2O

DAF"TAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI/

WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2O2O

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI

JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK

NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK

DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN
PARPOL wAKIL BUPATI KENDAL DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL
TAHUN 2O2O

2. MODEL 8.1-KWK KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARPOL PARTAI Po LITI K TENTANG

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KENDAL PADA PILBUP
KENDAL TAHUN 2O2O

C. BERITA ACARA PENELITIAN TANDA TERIMA

TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2O2O

1. MODEL TT.1-KWK



2 LAMPIRAN MODEL

TT.1- KWK

3. MODEL TT.2-KWK

LAMPIRAN MODELTI.2-

KWK

5. MODEL BA.HP-KWK

LAMPIRAN MODEL

BA.HP-KWK

MODEL BA.HP

PERBAIKAN-KWK

LAMPIRAN MODEL

BA.HP PERBAIKAN-KWK

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN TANDA TERIMA
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KENDAL TAHUN 2O2O

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2O2O
LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KENDAL TAHUN 2O2O

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KENDAL TAHUN 2O2O
LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KENDAL TAHUN 2O2O

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2O2O
LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN
2020

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 Maret 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

ttd

4

6

7

8

KOMISI PEMILIHAN UMUM HEVY INDAH oKTARIA
KENDAL

Bagian Hukum,

c
DC



MODEL BB.I.KTIIK

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/1IIAKrL
BUPATI KENDAL TAHUN 2O2O

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. NIK

c. Jenis kelamin

d. Pekeq'aan

e. Tempat dan tanggal

lahir/umur
f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. setia kepada pancasila sebagai Dasar N

Negara Republik Indonesia Tahun

tahun

egara, Undang-Undang Dasar
7945, cita-cita proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau wakit Bupati*), selama 2
(dua) kali masajabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan pasal
4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam pemilihan;

5. belum pernah menjabat sebagai:

a. Gubernur bagi calon wakil Gubernur, calon Bupati, calon wakil
Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang
sama;

b. wakil Gubernur bagr calon Bupati, calon wakil Bupati, calon
walikota, atau calon wakil walikota di daerah yant sama; atau

c' Bupati atau Walikota bagi Calon Wakit Bupati atau Calon Wakil
Walikota di daerah yang s€rma;

6- tidak akan mengundurkan diri sebagai Bupati atau wakil Bupati
Kendal Tahun 2A2A

A. UMUM



Beri ceatang
Pada Kolom

lni Pernyataan

penjara karena kealpaan
Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam

menjalaniTerpidana tidakyang di dalampidana karenapenjara analastik
penJaraMantan terpidana diancamyang dengan pidana dari 5kurangtah

menjalani

Mantan terpidana diancamyang dengan 5pidana tahpenjara un(lima)
taa leu telahbih, melewati 5waktujangka tah setelahun(lima) mantan

selesaiterpidana pidana penjara berdasarkan tusanpu
pengadilan telah memyang kekuatan hpunyai ukum tetap

Bukan SC pelaku,bagai tankejaha berulang ulang.
USUSkh bakalKeterangan calon Berstatus SCbagai uata manterpidana tanterpidana

kej
bukan Mantan bandarTerpidana narko,ba dan bukan Mantan Terpidana

tarraha seksual ter anak.hadap

Gubernur/ tilWakil WakilWalikota/ Walikota
/Wakil tilWakil

ti/Walikota/Wakil

berhenbersedia dariti tan SCjaba bernurGu wbagai akilI
Bu Bupa pail untuk*)

dirimencalonkan SC Gucalonbagai urbern GubernurIBupa
Bupa walikota dari laindaerah*) sejak ditetapkan
sebagai calon.pasangan

ti
bernur,

Wakil

bersedia untuk CU luardi tanggungan masaseLamanegara kampanye
bernurGu wbagi akil Gu Bu w Buakilpati, walikota atauti,pa

walikota*) dirimencalonkanyang daerahdi sama.yang

Perlja
Walikota
Pegawai

telah berhenti SC t Gubagai bernurPenjaba tba BuI batpatilPenja
saatpada") pendaftaran dan bersedia urkan SCdirimengund bagai

Negeri Sipil SCsejak ditetapkan Calonbagai Pasangan

ditetapkan
bersedia diriurkanmengund PRDsebagai DPDAnggota / DPRD*) sejak

SC Calon.bagai Pasangan

bersedia mengundurkan
sejak ditetapkan sebagai

SCdiri bagai NTentaraAnggota asional Indonesia
Calon.Pasangan

Repubersedia diriurkanmengund SEbagai NKepolisian blikegara Indone sla

B. KHUSUS



sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

bersedia dirimengundurkan sebagai Pegawai Negeri ditetasejakSipil pkan
SCbagai Calon.Pasangan

diri bagai
diteta

bersedia mengundurkan SC atauDesaKepala sebutanLurah/ lain
sejak SCpkan bagai Calon.Pasangan

bersedia diriurkanmengund SEbagai t desaPerangka ditetasejak pkan
sebagai Calon.Pasangan

ti
sejak

bersedia berhen dari tanjaba Badan Upada saha Milik N a utaegara Badan
Usaha Milik Daerah SCditetapkan bagai CalonPasangan

Provinsi,

bersedia berhen ti KPUsebagai KPUAnggota KIP KPUProvinsi/ KIPAceh,
buKa paten Kota, Bawaslu, Bawaslu KaPanwas Kotabupaten/

sebelum bentukanpem PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

MATERA]

Yang membuat pern5rataan,
B akar "*"i'?:tili/ w"tu

KeteranEan:
*) pilih salah satu



MODEL BB.2 KWK

DAFTAR RIUIAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUpATI/trrAKrL BUPATI *l

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAIT WAKIL BUPATI I(ENDAL TAHUN 2O2A

Pas Foto

Berwarna

Bakalcalon

4xG

1. Nama lengkap :

2. Nomor Induk Kependudukan:
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :

4. Jenis Kelamin :

5. Agama :

6. Alamat Tempat Tinggal :

(sesuai KTp)

Laki-laki/ Perempuan *)

RT/sebutan lain : .......
RW/sebutan lain : ......
Kelurahan/Desa*) : .....
Kecamatan/Distrik : ....
Kabupaten/Kota : .......
Provinsi

7. Status Perkawinan Kawin/pernah kawin/belum kawin ")
a. Nama Istri/Suami n) : ......
b. Jumlah anak

8.

9.

10

Pendidikan Terakhir
Pekerjaan

NPWP

1 1. Riwayat pendidikan **)

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti

No Jenj ang Pendidikan Nama Institusi Tahun
Masuk

Tahun
Keluar

1

2

dst

No Nama
Kursus/Diklat

Lembaga
Penyelenggara

No.
Sertifikat

Tahun
Masuk

Tahun
Keluar

1

2

dst



13. Riwayat organisasi***)

14. Riwayat pekerjaarl ****)

15. Tanda penghargaan

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk
mengajukan diri sebagai bakal calonl

: (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan
ketika telah menjadi Bupati dan Wakii Bupati

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan
persyaratan bakal calon Bupati dan wakil Bupati*) sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya,
saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) informasi saya dipublikasikan kepada
masyarakat.

17. Target/Sasaran

Materai

Yang menyatakan

(

No Nama Organisas- Jabatan Tahun Masuk Tahun Keluar
1

2

dst

No Nama
Perusahaan/Lembaga

Jabatan Tahun Tahun Keluar

1

2

dst

No Lembaga Pemberi
Penghargaan

Tahun Masuk

1

r)

dst

)

Nama Pengharagaan



DPD/DPC partai politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD /DpC partai politik atau sebuLn hin *)
Kabupaten*) .......

Yang Mengajukan pasangan Calon *)

Ketua
Partai

Partai

Sekretaris

MATERAI

Ketua
Sekretaris

MATERAI

(

Partai
Ketua

Sekretaris

MATERAI

(
)

Keterangan :

1.*) Coret yang tidak perlu.
2.**) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan tinggi dan

tahun kelulusan.
3' n*n) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu

menjadi anggota.
4' ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/narna instansi/lembaga/nama

kesatuan dalam TNllpolri.

cap

Parpol

cap

Parpol



MODEL BB.3 - I(WK

SURAT PERITTATAAIT BERIIENTI DARI JABATAN PAI)A BADAN USNIA
MILIK NEGARA (BUMNI/BADAN USAI{A MILIK DAERAII (BIIMDI*}

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. NIK

c. Nomor Pegawai

d. Jenis kelamin

e. Tempat dan tanggal

lahir/umur
f. Alamat tempat tinggat

tahun

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada
BUMN/BUMD**) .serta akan menyampaikan Keputusan
Pemberhentian yang akan ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

20.

MATERAI
6.000

KeteraLraan:
") waiib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling

lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.*") pilih salah satu.



MODEL B-I{UIK
PARPOL

SURAT PEITCALOITAI DAII ITESEPAI(ATAIT BN{AL CALOIT BUPATI DAIT trTAITIL
BUPATI*} DIITGAI{ PARTAI POLITIK/GABIIilGAN PARTAI POLITIK*I

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan
Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai ...../Gabungan
Partai Politik*)yang meliputi :

1. Partai ...... dengan perolehan kursi/suara sah *) .......... kursi/suara ");
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) .. kursi/suara *);

3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara ").

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Bupati : ......
2. Bakal Calon Wakil Bupati

bersama- s€rma menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati
Kendal Tahun 2O2O

2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah
didaftarkan;

3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2O2O
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kendal Tahun 2O2O telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sabagaimana tersebut di atas, jumlah
keseluruhan kursi/suara sah") Partai .. .../Gabungan Partai
Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit
zUyo dari jumlah kursi DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanyak

kursi atau paling sedikit 25o/o dari akumulasi jumlah

:::::. :* :::1 ":"*J; #**"* 
DPRD Kabupaten yans telah ditentukan sebanyak

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon
Bupati dan Wakil Bupati dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

20.



caP
Parpol

I

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan Lain *)

Kabupaten Kendal
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua Sekretaris

IUATERAI

MATTRAI

}TATERAI

dst ....

MATERAI

(.

Ketua

Ketua

)

Bakal Calon Bupati

Sekretaris

(

Sekretaris

(

Bakal Calon Wakil Bupati

.)

caP
Parpol

cap
Parpol

(.

Ianii........

(



uoDEt 8.I-KWI(
PARPOL

KEPUTUSAN DEWAIT PIMPIITAIT PUSAT
PARTAI
IIOMOR : ..................

TEIYTAI{G
PERSTETU.TUAIT PASAITGAII CITLON BI'PATI DAIY ITAKIL BUPATI

DALI\M PEMILIIIAIT BT'PATI DAN trIAXIL BUPATI XENDAL
TAHUIT 2O2O

Dalam penyelenggaraan pemilihaa Bupati dan wakfl Bupati Kendar rahun
2o2o dan berdasarkan usulan Dewan pimpinan tingkat Kabupaten partai

Dewan Pimpinan Tingkat pusat partai

;;;;;;;il"rr., 
"' memberikan persetujuan kepada Pasangan calon

l. Nama Calon Bupati :

2. Nama Calon Wakil Bupati :

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendat.

Demikian keputusan ini
sebagaimana mestinya.

dibuat dengan sebenamya untuk digunakan

Partai

etua Umum atau
Sebutan lain*)

...........20....

Deran Plmplnan Pusat

Sekretarls
Jenderal atau
sebutan lain*)

Keteransan :

") Pilih saJah satu.

Materai

6.000 caP



MODEL TT.I-KIIIK

TANDA TERIMA PEITDAF"TARAN PASANGAIT CALON BIIPATI DAN WAIilL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAIIIL BUPATI KENDAL

TATIUN 2O2A

Bahwa pada hari tanggal bulan ....
Tahun dua ribu
pencalonan dan persyaratan Calon

1. Nama Bakal Calon Bupati :

Bupati dan Wakil Bupati Kendal, atas nama:

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk twrdfite d,an sofifile yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

20...

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

) (

Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nama Lengkap dan Tanda Tangan

CAP



LAIUPIRAN MODEL
TT.I-KWI(

LAMPIRAIT TANDA TERIMA PENDATTARAT{
BAKAL PASANGAIY CALON BT'PATI DAN trIATTIL BUPATI DALAM PEMILIIIAN BUPATI

2o/2o
DAN IIIAKIL BUPATI KENDAL TAHUN

1 Identitas Bakal Calon Bupati :

Nama
Alamat
Nomor Telp

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:

3. Waktu Penerimaan Dokumen pendaftaran
Hari
Tanggal
Waktu

4. Partai Politik atau Gabungan Partai politik **) pengusul:

NO

1

2

PARTAI
POLITIK

ALAMAT I(AilTOR DEWAN
PIMPINAN PARTAI POLITIK

ITOMOR TELEPON
DEWAN PIMPINAN
PARTN POLITIK

NOMOR & TAIYGGAL I(EPUTUSAN PIMPINAIT
PARTAI POLITIK TINGI(AT PUSAT

DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI
POLITIII TINGI(AT I(ABUPATEN TENTAITTG

I(TPEITGURUSAIY PARTAI POLITIK

NOMOR & TAITG(}AL
I{TPUTUSAI PI}IPIITAN

PARTAI POLITIK TINGKAT
PUSAT TENTAITG

PERSETU.'UAIT BAITAL
PASANGAIT CALON

3

Nama
Al,amat

Nomor Telp
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A. SYARAT PEIITCALONAIT

B. SYARAT CALOIII

1. BAKAL CALON BUPATI :

PENELITIAN DAN KEABSAI{AN

NO JENIS DOKUMEN ADA TIDAI(
ADA

IIEMEIYTIHI
SYARAT IIEUENTIHI KETERANGAN

Model B KWK -) Model B.1. KWK
3 ModelE}.2. KWK
4 ModelE}.3. KWK
5 Model8.4. KWK-Parpol (keabsahan dokumen

diteliti pada masa
verifikasi)6 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik

Kabu
7 Surat Kepu tuSAJl pengambilalihan wewenang daiam

pendaftaran pasangan calon
Catatan
Diisi bagi Pasangan
tidak dilakukan oleh

Calon yang pendaftarannya
Pimpinan Partai Politik tingkat

Ka

KELENGIIAPAN DOKUMEN
IIASIL PEIUERII(SAAI{Ito
AI)A TIDAK ADA

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Kepu

Kabu
Kabu

santu tian daripemberhen t Calonpejaba adalahberwenang apabila KPU KPUAnggota
KIP Aceh KPU PKIpaten Kabu Bawaslupaten Kota, uBawasl Kabu wasPan'paten
Kota.

4 tSura tidak se anaketerangan pernah berdasar kanterpidbagai tusanpu telahpengadilan yang
berkekuatan hukum dari ilantetap pengad yangnegeri tihukumnya melipu tempat

calon
Bakal Calon status tidak dalam5

a. telahBukti blik secaramengemukakan te danrbukakepada pu SU kabarratujurj lokalpada
nasionalatau Surat

CALON
1

JENIS KETERANGAN

wilayah
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b. Salinan telah berkekuatan hukumc. Surat dari aksaan tidak dalam
CalonBaei selesaiyang masamenjalani 5tpidananya tahunsingkapaling (lima)

belumse bukandanpendaftaranjadwal tanman Bandarterpidana atauNarkoba kejahatan
seksual anak:

pejara dari kepala lembagaa. Surat selesai masa pidana

6.

. Putusan berkekuatan hukum
Dalam hat bakal calon Mantanadalah selesaitelahTerpidana masayang menjalani

belumtetapi 5penjara melampau tah SCun rbelumpaling singkat (lima) danjadwal pendaftaran
manta-nbukan bandar narkoba atau seksualahatan anak:

a. telahBukti kakan secarablikmengemu kepada danterbuka urpu surat kabarjuj lokalpada
nasionalatau

b. Surat keterangan bahawamenyatakan bakal calonyang tanyang bukanbersangku
dari Resort

c. Surat selesai masa
d Surat telah selesaiketerangan ,basanpembemenjalani cutibersyarat, cuatau tibersyarat

dadbebas badanmenjelang dalamkepala Bakalha-l CaIonpemasyarakatan, mendapat
bebasan cuti tiCU bebas

7

e. Putusan telah berkekuatan hukum
Pengadilan Negeri
bahwa:

hukumnya meliputi tempatyang wilayahrat Keterangan
Calon

hakt berdasarkanpilihnya tusanpu telahpengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum

a. Tidak sedang

8.

secara perseorangan dan/atau secara badanb. Tidak memilikisedang tanggung jawab
hukum

9. tidak pernahSurat catatanKeterangan Bakalkepolisian yang calonmenerangkan
melakukan daritercela Resort

10 tandaSurat terima hartapenyerahan laporan lr[, darikekayaan Komisipenyelenggara ega-ra

11 Surat keterangan sedang tusanpailit pu telahpengadilan yang
hukumkekuatanmempunyai dari atautetap niagapengadilan pengadilan yangtinggi wilayah

hukumnya calontempatmeliputi tinggal

tempat calon yang bersangkutan
ak

oleh Kantor Pelayanan PajakDokumen yang
terdaftar se

kartu Nomor Pokok \Ma. atas nama calonak
b. WajibTanda terima Surat Pemberitahuanpenyampaian Tahunan PenghasilanPajak

Pribadi atas ba-kalna-lnaOrang untu masakcalon, 5 tahun terakhir akatau(lima) calonsej

I2

bukti tidak akc
13 bernur,Surat tusankepu sepemberhentian abat Gu,bagai Bupenj ataupenjabat pati penjabat

Walikota calon berstatus Gu.bernur atau
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WaIikota.
14. Kafiu Tanda Penduduk Elektronik
15. azah TandaSuratij, TamatFotokopi telahBelqjar (srrB) lnoleh stansiyang dilegalisasi yang

I6 Naskah danmrslvisi, Calonprogram Pasangan Rencana Jmengacu pada Pembangunan angka
RPJ Kabu KendaI Calon

t7 Daftar nama Tim Kabu dan Kecamatan
Foto Terbaru

Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 4lembara. cm
Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm 4lembar

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm Berwarna se 2lembar

18.

d. Foto se huruf huruf b dan huruf c

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

JENIS

Model BB.l KWK
Model BB.2 KWK
Kepu
Kabu
Kabu

tusan pemberhentiaa dari pejabat berwenang apabila Calon Anggota KPU, KPU
paten/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten /Kota, Bawaslu , Bawaslu Kabupaten, Panwas

Kota.

1

2.
3

4 Surat keterangan tidak pernah SCbagai terpidana berdasarkan putu san pengadilan telah
berkekuatan hukum dari

yang
tetap pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

calon
Bakal Calon status tidak dalam ara:a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokat

atau nasional Surat
b tusan hu
C Surat dari tidak alani dalam
Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun
SC,belum jadwaI pendaltaran dan bukan mantan terpidana Bandar Narkoba atau kejahatan
seksual anak:

5.

6

a. Surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana pejara dari kepala lembaga

b. Putusan telah berkekuatan hukum
Dalam ha-l bakal ca-lon adalah Man tan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana
penjara tetapi bel melampaui paling singkat 5 (lima) tahu n SCbelum jadwal pendaftaran
bukan man tan bandar ata,u seksual anak:
a. Bukti telah

um

ukakan
narko ba

blik secara terbuka dan ur surat kabar

dan

NO
KITERANGAN
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atau nasional (klipine
b. Surat keterangan yang menyatakan bahawa baka-l calon yang bersangku tan bukan

dari Resort
c. Surat telah selesai masa dari
d Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau CU ti

menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hai Bakal Calon mendapat
basan cu ti atau CU ti bebas

e. Putusan telah hukum
Surat
Calon

Keterangan Pengadilan N yang wilayah hukumnya melipu ti tempat tinSgat
bahwa

a. sedang dicabut pilihnya putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum

b Tidak sedang memiliki tanggung jawab hutang secara perseor€rngart dar:/atau secara badan
hukum

8.

9. Surat Keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal calon pernah Itidak pernah
melakukan tercela dari Resort

10 Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi
Pemberantasan
Surat keterangaa sedang dinyatakan pailit berdasar kan putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

11.

t2. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan
terdaftar
a. kartu Nomor W, nama calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tah unan Pajak Penghasilan Waj ib Pajak

Orang Pribadi atas narna bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon
ib

c. Tanda bukti tidak ak
Surat keputusan tian SCbagai penjabat Gubern ur Bupati atau penjabat
Walikota bagi calon yang berstatu sebagai penjabat Gubernur, penjaba t Bupati atau penjabat
Walikota.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh lnstansi yang

Naskah visi, mrsl dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jrangka
KendaI Calon

Daftar nama Tim Kabu dan Kecamatan
Foto Terbaru
a. Foto Berwarna 4x6 cm se 4lembar
b. Pas Hitam Pu rih ukuran 4x6 CM 4lembar
c. calon ukuran 1 x 1 5 2 Berwarna se
d.

Foto
Foto se

0 .2 CM
huruf

cm
dan huruf c

2lembar

13.

14.
15.

16.

17.
18
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yang Menyerahkaa
Tlm Pasangan Batal Calon/trar.d pq3qngar Calon *f

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU llabupaten Kendal /Ketua po\ia pencalonan *f

(. .l
(........ ..1

Keterangaaj
*) Pilih salah satu

20



MODEL TT.2.KUrK

TANDA TERIMA DOKUMEN PTRBAIKAIT PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAIT WAKIL BUPATI KEITDAL

TAIIUI 2O2O

Bahwa pada hari tanggal ....... bulan Tahun dua
ribu ' telah diterima dokumen perbaikan persyaratan pencalonan
dan persyaratan calon Bupati dan wakil Bupati Kendal, atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk ?wrdfile dan sofTtle yangakan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen perbaikan pasangan
calon Bupati dan wakil Bupati sebagaimana terlampir.

20...

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

( ....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....

CAP



LATUPIRAN }IODEL
TT.2-I(I[IK

2o/2o.
DAN WAIIIL BUPATI KENDAL TAHUN

1. Identitas Bakal Calon Bupati:
Nama
Alamat
Nomor Telp

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :

Nama
Alamat
Nomor Telp

3. Waktu Penerimaan Dokumen pendaftaran
Hari
Tanggal
Waktu

A. SYARAT PEITCALOITAIT

1 Model Et.4. KWK-Parpol
(keabsahan dokumen
diteliti pada masa
verifi84si)2 tusanKepu tentang sanKepenguru Politik

Kabutingkat hatdalampaten bahanterjadi peru
setelahkepengurusan pendaftaran

Digunakan sebagai dasar
untuk melakukan
koordinasi dalam proses
pencalonan

LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAIT
BAITAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIIIAN BUPATI

DAIT

NO JENIS DONUMEN ADA TIDAI(
AITA

KETERAIYGANSYARAT MEMEIYUHI



B. SYARAT CALOIT
1. BAKAL CALON BUPATI :

)
3

4

5

6.

Kealpaan
ringan/alasan
politik*)

7

Model BB 1 KWK
Model BB.2 KWK
Kepu tusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalahKabu paten/ KIP KPU KIP Kabupaten /Kota,

Anggota KPU KPU
Kota.

Bawaslu , Bawaslu Kabupaten Panwas
Surat keterangan pernah sebagai terpidana berdasarkanberkekua tan hukum pu tusan pengadilan yang telahtetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatcalon

C Salinan san telah berkekuatan hukumd. Surat dari tidakSalinan putusan pengadilan dalamyang telah hukum tetap, dalam hal bakal Calonadalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidananyatahun sebelum jadwal pendaftaran
masa paling singkat 5 (lima)

dan bukan man tan terpidana bandar narkoba atauseksual anak
Dalam hal baka-l Calon adalah Man tan Terpidana telah selesaitetapi belum melampaui paling

yang menjalani pidana penjara
mantan

singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukanbandar narko ba atau seksual anaka. Bukti telah mengemukakan kepada publik terbuka danatau
secara jujur pada surat kabar lokalsurat

b. surat yang menyatakan bahwa Calon yang
san daerah

sebagai
c. surat

nasional

telah
dari

men alani masa dari

tart bukan

lem

B

r{o JEIIIS DOKUMEN

Aceh,

Surat
berdasarkan putusan
pengadilan negeri

KETERAI{GAI{
1. ADA TIDAK AI'A

a. Surat keterangan dari Pimpinan massa lokal ataumenerangkan bahwa Bakal Ca_lon telah secara
nasional yang

terbuka dan jujur mengemukakan kepada



d Surat keterangan telah sele SAI menjalani pem bebasan bersyarat, ti bersyarat atau tirnenj,elang bebas
cu CU

dari kepala badan pemasyarakatan, da.lam hai Bakal Calon mendapat
bebasan cu ti atau CU ti bebas

e. Pu tusan telah berkekuatan hukum
Surat
Calon

keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
bahwa:

a. Tidak sedang dicabut pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum
b. Tidak sedang memiliki tanggu ngan hutang secara perseorang€rn dan atau badanhukum secara

9

10 Surat keterangan catatarl kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/ tidakmelal<ukan buatan tercela dari daerah
pernah

i1 Surat tanda terima
Pemberantasan Koru

penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi

Surat keterangan sedang dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan
mempunyai kekuatan hukum

yang telah
tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayahti calon

T2

13 Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan P4ak tempat calon bersangkutanterdaftar se
yang

a. Nomor Pokok atas nama calon
b Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan w4ib PajakOrang Pribadi atas netma bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon,

c. Tanda bukti
Surat keputusan pemberhentian sebagai Gubernur penjabat Bupati
Walikota bagi calon

atau penjabat
yang bersta.tus SEbagai penjabat Gubernur penjabat Bupati atau penjabatWalikota. ,

Kartu Tanda Penduduk Elektronik
a. Fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (srrB) Sekolah Lanjutan Tingkat A (sLrA)atau tas

telah oleh instansi

74

15.
16.

b Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/ S 1 S2 S3 *)
) telah dilegalisasi olehinstansi , yang

Bakal Calon mencantumkan akademik.
Naskah visi, dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jrangka

Kabu Ca,lon
Daftar nama Tim Kabu dan Kecamatan
Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm 4lembar
b Foto Hitam Pu tih ukuran 4x6 CM 4lembar
c. calon ukuran x 1 5.2 cm Berwarna se
d.

Pas

Foto se
1 0 ,2 cm

huruf huruf b dan huruf c
2lembar

17.

18.
19

i



2, BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 tusan tianKepu daripemberhen pejabat Calon adalahberwenang apabila KPUAnggotaKabu KPU KIPpaten /KtP BawaslKabupaten Kota, Bawasluu, Kabu Panwaspaten

Kota.
4 Surat tidakketerangan pernah sebagai berdasarkanterpidana putusan telahpengadilan yang

berkeku atan hukum daritetap pengadilan negeri huyang tiwilayah kumnya melipu tempatcalon
5 Surat keterangan karenadipidana kealpaan aringan culpa tau alasanleuis) politikberdasarkan tusanpu telahpengadilan yang kekuatan hmemperoleh ukum daritetappengadilan negeri menjatuhkanyang bakaltusan,pu calonbagi yang pernah dipidana penjarakarena atau alasan

Kealpaan
ringan/alasan
politik*)

6 Bakal Calon tidak dalamstatus
4. Surat dariketerangan RedaksiPimpinan media massa lokal atau nasional yang

bahwamenerangkan Bakal Calon telah secara terbuka dan rjuju mengemukakan kepadablik tidak dalam

surat
secarablikpu danterbukakepada j surat lokalkabarujur pada

atau nasional
b. Bukti

c. Salinan telah berkekua htan ukumd. Surat dari tidak alani dalam7 Salinan tusanpu telah berkekuatanyang ukumh daiam bakalhal CaIontetap,
adalah Mantan telahTerpidana selesaiyang masamenjalani 5pidananya paling singkat (1ima)tahun sebelum jadwal bukandanpendaftaran mantan narkobandar baterpidana atauseksualahatan anak

halDaIam Calonbakal adalah Mantan selesaiTerpidana yang atapidana penj
belumtetapi 5melampaui un SCtahsingkatpaling belum adwal(lima) j dan bukanpendaftaran

mantall bandar narkoba atau seksual anak:
a. Bukti telah mengemukakan blik secarakepada pu terbuka dan ur suratjuj lokalkabarpada

atau nasional surat
SUb. rat keterangan bahwamenyatakanyang Bakal Calon tan kanbuyang bersangku sebagai

dari
masa pidana dari kepalac. surat menjalani lembagatelah selesai

8.

d. tSura telah selesaiketerangan menjalani pembebasan tiCU ataubersyarat, cutibersyarat
be,bas darimenjelang badankepala haldalam Bakalpemasyarakatan, Calon mendapat

CU ti CUatau ri basbe

NO JENIS DOKUMEN

AI)A
XETERANGAN

KPU,
Aceh,



berkekuatan hukume. Putusan telah
Surat dariketerangan Pengadilan Negeri hyang tiwilayah melipuukumnya tempat tinggalCalon bahwa
a. Tidak tdicabu haksedang berdasarkanpilihnya tusanpu telahpengadilan yang mempunyai

hkekuatan ukum

9

b. Tidak memilikisedang hutanggu secarangan dantang .uataperseorangan badanseca-rahukum
10 Surat keterangan catatan yang CalonBaka-lmenerangkan tidakpernah/ pernah

daerahmelakukan tercela dari
11. tandaSurat terima penyerahan hartalaporan Nkekayaan daripenyelenggara Komisiega-ra

Koru
72 Surat tidakketerangan sedang dinyatakan berdasarkanpailit tusanpu telahpengadilan yang

hukekuatanmempunyai kum daritetap ataupengadilan niaga pengadilan tinggi wilayahyang
ti calon

dikeluarkanyang oleh Kantor akPelayanan calonPaj, tempat yang bersangkutan
SCterdaftar

kartu Nomor atas nama calona. Wr
b Wajibterima PemSurat uanpenyampaian Pajak Penghasilan PqiakPribadi atas namaOrang bakal masauntuk 5calon, tahun terakhir atau{lima) calonaksejmen

13.

tidakc. Tanda
14. Surat keputusan berhentianpem bernuGu r,penjabatsebagai Bu ataupenjabat pati penjabatWalikota calon berstatusbagi yang abat bernurGusebagai penj ataupenjabat Bupati penjabatWalikota.
15. Kartu Tanda Penduduk
16. ijazah/ (sLrA)a. Surat Tanda TamatFotokopi SekolahBelajar (s?rB) tan AtasLanju Tingkat

atau telah instansioleh

oleh
b ijazahFotokopi perguruan tinggi

instansi
s1/s2 /S3*)), yang telah

Calon mencantumkan akademik.
17.

CaIon

askahN mlslvlsl dan Calonprogram Pasangan Rencanamengacu pada Pembangunan Jangka



18. Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

Foto
a. Pas 4x6 cmBerwarna 4b. Pas Foto Pu ukuran 4x6 cm 4lem

Berwarna 2
Fotoc. calon ukuran 0I 2 cm 5x cm.2

19.

Foto dan huruf ch

yang Menyerahkan
Tim Pasangan BaLal Calon/Batal pasangau Calon *f Ketua/Aaggota r(pu *o"Ilff"tJiisi.".,." potia peacalonan *l

Keteransan:
*) Pilih salah satu



UODEL BA.HP-I(WK

BERITA ACARA
IIASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMIITTISTRASI DOKT,MEIY

PIRSYARATAN PTNCALONAIT DAIT PERSYARATAN CALOITDALAM PEMILIIIAIT BUPATI DAIT WAIilL BUPATI I(TITDAL TAIIT'N 2O2O

Pada hari ini tanggal buhnTahun dua ribu ...... bertempat di .... ., KpUKabupaten Kendal telah melaksanakan ienelitian persyaratan administrasiterhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan danpersyaratan calon Bupati dan wakil Bupati Kendar, atas nama:
1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dankeabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut
dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten renaa. Berita Acara
disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU I(ABUPATEN KENDAL

NO IYAMA JABATAN TAITDA TANGAN
1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5. Anggota

.4..



LAMPIRAil MODEL BA. HP.IfiIIIT

LAIYIPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
PERSYARATAN CALON DALAM

PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PEMILIHAN BT'PATI DAN WAIilL BI'PATI KENDAL TA}IUN 2O2O

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati danWakil Bupati Kendal atas :

Nama Calon Bupati :

Nama Calon Wakil Bupati

sebagai berikut :

A. SYARAT PEITCALOIITAIV

TIDAI(
IIDA

1 Model8.4. KWK-
2 Kepengurusansan tenKeputu tang Pa.rtai Politik

t Kabu
3. Surat tusanKepu pengambilalihan dalamwewenang

pendaftaran calonpas€rngan

Diisi
tidak
Kabu

Calonbagi Pasangan yang pendaftarannya
dilakukan oleh Partai PolitikPimpinan ttingka

ten

Catatan:

NO JENIS DOKUMEN ADA SYARAT MEMEITIIHI KE"TERANGAN

CALON



B. SYARAT CALOIT
1. BAKAT CALON BUPATI :

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 tusanKepu daripemberhentian pejabat berwenang

Calon adalahapabila KPUAnggota
KIP KPU KIPKabupaten/ Kabu paten/ Kota,

Bawaslu Bawaslu PanwasKabupaten,
Kabu Kota,

4 ratSu tidakketerangarr pernah seb^gai terpidana
berdasarkan putusan telahpengadilan yang

hberkekuatan ukum daritetap pengadilan negeri
wilayahyang hukumnya meliputi tempat tinggal

calon
CalonBakalBagi statusdengan terpidana tidakyang

dalam

terbuka
nasional

a. telah mengemukakan secarakepada
dan jujur kabarsuratpada ataulokal

Surat
pengadilan yang telahb Salinan putusan

berkekuatan hukum

5

c. Surat Keterangan dari
alani

mengenai
aratidal<

kejaksaan
dalam

Bakal CalonBagi telah selesaiyang masamenjalani
pidananya 5paiing tahu nsingkat SEbelum(lima)

pendaftaranjadwal bukandan mantan terpidana
NBandar arkoba atau seksualkejahatan terhadap

anak:

pidana pejara dari kepala
alani masa

lembaga

a. Surat keterangan telah selesai

6.

pengadilan yang telah berkekuatanb. Putusan
hukum

7 Dalam adalahcalon tanMan Terpidana
selesaitelahyang alani masamenj pidana penjara

belumtetapi 5melampaui tahunsingkatpaling (lima)
sebelum jadwal danpendaftaran bukan

bandar narkoba atau
mantan
seksual

ltlO
ADA TIDAN ADA SYARA? UEUEIYT'HI KETERAI{GAN

KPU,
Aceh,



anak:
a. telahBukti mengemukakan blikkepada secarapu

terbuka dan ujurj suratpada lokalkabar atau
nasional

Resort

b. Surat keterangan menyatakanyang bakal
calon tanyang bukanbersangku tanpelakukejaha

C. Surat telahKeterangan selesai alani masameqi
dari

menjelang bebas dari
pemasyarakatan, dalam

bersyarat atau cuti
kepala badan

hal Bakal Calon

selesai

mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
atau ti

d menjalani

pengadilan yang telah berkekuatane. Putusan
hukum

Surat dariKeterangan Pengadilan Negeri yang
hwilayah ukumnya meliputi tempat Calontinggal

a.

mempunyai
tsedang hak pilihnya

putusan pengadilan telahyang
kekuatan hukum

8.

b. sedang hutanggung tang
secara perseorangan ata,udan/ secafa badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang

9 catatan kepolisian
calon pernah/tidak

yang
pernah

Resort

Surat Keterangan

melakukan dari
menerangkan Bakal

10 laporan
dari

Surat tanda terima penyerahan
kekayaan Npenyelenggara egara
Pemberan tasan

harta
Komisi

11 dinyata-kan pailit
pengadilan telahyang

kekuatanmempunyai hukum daritetap pengadilan
atauniaga pengadilan yangtinggi wilayah hukumnya
ti calon

yang oleh Kantor Pelayanan
akPaj' calontempat tanyang bersangku terdaftar

a. Nkartu omorFotokopi Pokok wqiib Pqiak (NPWP)
atas nama calon

12



b. Tanda terima Surat Pempenyampaian beritah uan
Tahunan akP4 W ibPenghasilan o4 Pqiak rang

aPribadi tas nama bakal calon untuk masa 5
tahun(lima) teral<hir atau ak calonseJ menjadi

ib
c. akTanda bukti tidak

13.
bernur,
ratSu tusankepu berhen tianpem abatsebagai penj,

Gu abatpenj atauBupati wpenjabat alikota
calonbagi sberstatuyang sebaSai penjabat

bernGu ur Buabat atau Walikota.14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15 UazahFotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (srrB)

telah oleh
16 Naskah mlslvisi, dan program CalonPasangan

mengacu pada Rencana Pem Jbangunan angka
Panjang (RPJ Kabu KendalP) paten yang

Calon
t7 Daftar nama Tim

Kecamatan
Kabupaten danKampanye

Foto Terbaru
a. Pas Foto

lembar
4x6 cm sebanyak?Berwarna ukuran

4x6 cm sebanyak 4Pas Foto Hitam puaih
lembar

75.2 cm (4R)
c. Foto calon ukuran lO.2 cm x

Berwarna se 2lembar

18

Softcopy Foto
huruf c

sebagaimana hurufd a, huruf b dan

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
.) tusanKepu henberpem daritian tpejaba berwenang

Calonapabila ada-lah KPUAnggota KPU
KIP AcehKabupaten/ KPU KIP Kabupaten Kota,

BawasluBawaslu, Kabupaten wasPan
Ka Kota.

Ito
ADA TIDAN ADA SYARAT UEIIEITUHI



4 ratSu tidakketerangan pernah sebogai terpidana
berdasarkan sanputu pengadilan telahyang
berkekuatan ukumh daritetap pengadilan negeri

huyang wilayah tikumnya melipu tinggaltempat
calon
Bag

alani
Calon statudengan tidakterpidana yang

dalam
a. Bukti ukakanmengem blikkepada secarapu

danterbuka jujur kabarsurat lokalpada atau
Surat

b. Salinan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum

telah

5

c. Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai
tidak dalam

Bal<al selesaiyang masaalanimenj
pidananya 5paling singkat tahun rbelumse(lima)
jadwal danpendaftaran bukan tanman terpidana
Bandar Narkoba atau ahatan seksualkej terhadap
anak:
a. Surat selesaitelahketerangan masamenjalani

pidana daripejara kepala lembaga

6.

pengadilan yang berkekuatanb. Putusan
hukum

hat calon adalah Mantan Terpidana
telah selesaiyang masamenjalani penjarapidana
belumtetapi melampaui 5singkatpaling tahun(lima)

belumSC adwalj danpendaftaran manbukan tan
bandarterpidana narkoba atau seksualkejahatan

anak:

terbuka
nasional

a. Bukti telah mengemukakan blik seca_rakepada pu
dan suratjujur kabarpada ataulokal

b. Surat keterangan takanmenyayang bahawa bakal
calon tanyang bukanbersangku pelakukejahatan

dari Resort
Keterangan telah masac. Surat
dari lem

pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon

d Surat telahketerangan selesai menjalani
pembebasan cutibersyarat, cutiataubersyarat

bebas darimenjelang badankepala

basan cuti



atau cuti bebas
berkekuatanyang telahe. Putusan

hukum
Surat dariKeterangan Pengadilan Negeri yang
wilayah hukumnya Calonmeliputi tempat tinggal

wabah
pilihnyaa. Tidak dicabutsedang hak berdasarkan

tusanpu pengadilan telahyang nyaimempu
kekuatan hukum

B

b. Tidak memilikisedang jawabtanggung hutang
secara perseorangan ataudan/ badansecara

kumhu adiyang menj tanggung jawabnya yang

I
menerangkan Bakal calon

catatan kepolisian yang
tidakpernah/ pernah

tercela dari

Surat Keterangan

melakukan
10. laporan hadA

dari Komisi

Surat tanda terima penyerahan
kekayaan penyelenggara Negara

Koru
11. sedang

pengadilan telahyang
kekuatanmempunyai hukum daritetap pengadilan

atauniaga pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya
ti calon

yang torKan Pelayanan
calonPajak tempat yang tanbersangku terdaftar

se ak
a. NkartuFotokopi Pokokomor w akajib Paj (NPwP)

atas narna calon
b.

wdib
Tanda Pempenyampaian uan
Tahunan Pajak Penghasilan Pqiak Orang
Pribadi atas bakalnama un masatuk 5calon,

tahun teral<hir(lima) atau ak calonsej adimenj

12

c. Tanda
13

Gubernur,
Surat keputusan sebagai penjabat

abatpenj atauBupati wpenjabat alikota
calonbagi berstatus seyang abatpenjbagai

bernurGu atau W,alikota.
L4. IGrtu Elektronik
15. (srrB),/Surat Tanda TamatFotokopi

telah oleh instansi

I

I
I



16. Naskah mlslvisi, dan program CalonPasangan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Panj ang Kabu(RPJP) paten Kendal yang

17. Tim Kampanye danKabupatenDaftar nama
Kecamatan
Foto
a. Pas Foto

lembar
ran 4x6 cm sebanyak 4Berwarna uku

b. Pas Foto
lembar

Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4

Fotoc. calon ukuran 21 0 xcm 5.21 cm 4R)
2 lembar

18.

Softcopy
huruf c

a, huruf danFoto sebagaimana

Yang Meayerahlton
Tlm Pasangau Balat Caton/faaal i1""og"o Calon *f Ketua/Aaggota r(pu *o"llli"Tlfilil1".r" posa pencaronan *l

Keterangan:
*) Pilih salah satu



MODEL BA.HP
PERBAII(AN -I(WK

BERITA ACARA
IIASIL PEITELITIAIT PERBNI(AIT PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATAIT PE1TCALONAN DAN PERSYARATAN CAI,ONDALAM PEMILIIIAIT BUPATI DAIT WAIilL BUPATI KENDAL TAIIUN 2O2O

Pada hari ini tanggal buhnTahun dua ribu bertempat di........ ...., KpUKabupaten Kendal telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratanadministrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratanpencalonan dan persyaratan calon Bupati dan wakil Bupati Kendal, atas nama:
1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati

KPU KABUPATIIT KENDAL

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapandan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan caron tersebutdituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing_masing rangkapditandatangani oleh Ketua dan Anggota Kpu Kabupaten Kendar.

Berita Acara disusun masing_masing :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan Calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

ilo NAfrIA JABATAIT TANDA TANGAN
1 Ketua
2 Anggota

3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota



LAMPIRAIT MODEL BA. HP
PERBAII(AN.I(WK

LI\MPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBNKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEIT PERSYARATANPENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BT'PATI DAN WATfiL BTIPATI KENDAL TAHTIN 2O2O

Hasil penelitian perbaikan persyaratal administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihanBupati dan Wakil Bupati Kendal atas :

Nama Calon Bupati :

Nama Calon Wakil Bupati :

sebagai berikut :

A. SYARAT PEITCALOITAIT

1 8.4. KWK-Parpol

diteliti pada masa
2 s€[nKeputu Kepengurusantentang PolitikPartai

tingkat dalamKabupaten hat adi bahanter: peru
setelahkepengurusan pendaftaran

Digunakan sebagai dasar
untuk melakukan
koordinasi dalam proses

NO JENIS ADA TIDAI(
III'A SYARAT

SYARAT



B. SYARAT CALOIT

1. BAKAL CALON BUPATI :

JEMS DOKUME1Y
ADA TIDAK ADA

2. Model BB.2 KWK
3 Keputusan pemberhen tian dari pejabat berwenang

apabila Calon adalah Anggota KPU KPU
Kabu

,
paten KIP Aceh, KPU KIP Kabupaten/ Kota,

Bawaslu , Bawaslu Kabupaten, Panwas
Kabu Kota.
Surat tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari negeri
yang wilayah hukumnya melipu ti tempat tinggal
calon
Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak

dalam
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara

terbuka
nasional

dan jujur pada surat kabar lokal ata,u
Surat

4

5

b. Salinan putusan
berkekuatan hukum

pengadilan yang telah

c. Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai
tidak dalam

Bagi Calon yang telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
jadwal pendaftaran dan bukan man tan terpidana
Bandar Narkoba atau kejahatan seksual terhadap
anak:

6.

a. Surat
pidana

keterangan telah selesai menjalani masa
pejara dari kepala lembaga

b Putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum

Dalam hal bakal calon adalah Mantan Terpidana
telah pidana penjarayang
belum

selesai menjalani masa
5 tahun

7

NO

1. Model

SYARAT ![EMEIYUHI KTTERANGAN

KWK

pengadilan

meniaiani



sebelum jadwal pendaftaran dan
terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional (klipi4g

bukan mantan

anak:
a. Bukti telah publik seca-ra

b, Surat keterangan yang menyatakan bahawa bakal
calon yang bersangkutan bukan pelakukejahatan

dari Kepolisian Resort
c. Surat Keterangan telah selesai menjalani masa

pidanq dari lembaga pemasyarakatan

pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang betras dari kepala badan
pemasyaralatan, dalam hal Bakal Calon
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat

selesai

atau cuti bebas

d. Surat keterangan

e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum

Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
yang menyat4B44 bahwa :

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap

8.

b. Tidak sedang memiliki tanggung jawab hutang
secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang
merugikan keuangan negara

I Surat Keterangan catatan kepolisian yang
menerangkan Bakal calon pernah/tidak pernah
melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Resort

10. Surat tanda terima penyerahan
kekayaan penyelenggara Negara

laporan harta
dari Komisi

psiPemberantasan Koru
11. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit

berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan
niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya
meliputi tempa! tinggal calon

oleh Kantor Pelayanan
Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar
se

Dokumen yang



a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pdak (NpWp)
atas nama calon

b Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan wajib Pajak Orang
Pribadi atas nama bakal calon , un tuk masa 5
(lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi

ib ak
c. Tanda bukti tidak ak

13 Surat kepu tusan pem berhen tian SCbagai penjabat
Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wralikota
bagi calon yang berstatus sebagai penjabat
Gubernur atau Walikota.

l4 Kartu Tanda Penduduk Elektronik
15 Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (srrB),

yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
16. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon

mengacu pada Rencana pembangunan J
Panjang (RPJP) Kabupaten Kendal

angka
yang

Calon
17. nama Kampanye Kabupaten dan

Kecamatan
1B Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4
lembar

b. Pas Foto Hitam pu
lembar

ukuran 4x6 cm sebanyak 4

c. Foto calon
Berwarna se

ukuran 1O.2 cm x 15.2 cm (4R)
2lembar

d. Softcopy Foto
huruf c

sebagaimana hurufa, hurufb dan

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

lvo JENIS DOKUMEN
HASIL

KETERANGANADA TIDAK AI)A
ItrEilEITIIHI

SYARAT MEUEIIUHI

1 Model BB.1 KWK
Model BB.2 KWK

3 Kepu tusan pemberhentian dari pejabat berwenang
apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU
Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,

DAN
TIDAX

2.



:ri{*-
+.i.-

Bawaslu, Bawaslu
Kabupaten/Kota

Kabupaten, Panwas

Surat keterangan pernah se terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri
yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon

5 Bagi Bakal dengan status terpidana yang tidak
dalam

d Bukti kepada pubtik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau

e. Salinan putusan
berkekuatan hukum

pengadilan yang

f. Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai
tidak dalam ara

6. Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun SCbelum
jadwaj pendaftaran dan bukan mantan terpidana
Bandar Narkoba atau kejahatan seksual terhadap
anak:
C Surat keterangan

pidana pejara
telah selesai menjalani masa

dari kepala lembaga

d. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum

n Da-lam hal bakal calon adalah Mantan Terpidana
yang telah selesai menjalani masa pidana penjara
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun
sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan

bandar narkoba atau kejahatan seksual
anak:

terpidana

f. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka
nasional

dan jujur pada surat kabar lokal atau

g. Surat
calon

yang menyatakan bahawa
yang bersangkutan bukan pelakukejahatan

dari Resort
h. Surat Keterangan telah selesai menjalani masa

dari
Surat keterangan telah selesai
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti

1.

bebas dari badan



pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
atau cuti meniela4g bebasj. Putusan pengadilan yang telah

8. Surat
wilayah

Keterangan dari Pengadilan Negeri yarg
hukumnya meliputi tempa.t tinggal Calon

bahwa:
c. Tidak sedang dicabu t hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum

d. Tidak sedang memiliki tanggung hutang
secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang

9. Surat Keterangan catatan kepolisian yang
pernahmenerangkan Bakal calon pernah/ tidak

dari
10 Surat terima penyerahan laporan harta

dari Komisikekayaan penyelenggara Nega-ra
Pem.berantasan

11. Surat keterangan
berdasarkan putusan pengadilan yang ielah
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan
niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calqn

12. Dokumen yang dikeluarkan Kantor Pelayanan
Pqiak tempat calon yang bersangku tan terdaftar

d Nomor Wajib Pajak
nama calon

e. Tanda terima Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang
Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5
(lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi

f. Tanda bukti tidak
13. Surat kepu tusan pemberhen tian sebagai penjabat

Gu bernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota
bagi calon yang berstatus sebagai penjabat

ur B atau abat Walikota.Gubern
14. Kartu Tanda uk Elektronik
15. Surat Tanda Tamat



yang telah dilegalisasioleh instansi yang berwenang
16. Nraskah visi, mtsl dan program Pasangan Calon

mengacu pada Rencana Pembangu nan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Kendal yang

Calon
17 Daftar nama Tim

Kecamatan
Kampanye Kabupaten dan

18. Foto Terbaru
e. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm se 4

f. Pas Foto Hitam Putih
lembar

4x6 cm 4

g. Foto calon ukuran LO.2 cm x 15.2 cm (4R)
Berwarna se 2lembar

h. Softcopy
huruf c

Foto sebagaimana huruf a, b dan

Keterangaq!
*) Pilih salah satu

Yaag Menyerahtan
Tla Paraagaa BaLaI Caloa/Batal pasaagan Calon *l

Yaag Monerlma
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Kendal/Ketua Po$a pelcalonan *f

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 Maret 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KENDAL
Bagian Hukum,

DC
HEVY INDAH OKTARIA


